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TENTANG
PENUN.]UKAN DAN PENETAPAN PF^IABAT SEBAGAI

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Menimbang

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagai
Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
Anggaran 2024;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukal Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 terrtangCipta Keda Menjadi Undang-Undang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;

Mengingat
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 terrtang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 ter:tang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tal:run 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 ter:tang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupater Nganjuk;

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN PE.IABAT SEBAGAI KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

Menunjuk dan Menetapan Pejabat Sebagai Kuasa Bendahara
Umum Daerah (BUD) Kabupaten Nganjuk dengan daftar dan
uraian tugas sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
Keputusan Bupati ini.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) selaku BUD.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetaPkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Desember fi23

PJ. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SUTRISN M.Si.
Pembina Ti tI

BA
an

NrP. 1968

SRI HANDOKO TARUNA

MEMUTUSKAN:

I t99202 t ool





IAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 457 lKl4LL.Ol3l2O23
TEMANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PE.'ABAT SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN

NGANJUK

DAFTAR PEJABAT DAN URAIAN TUGAS SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NO.
TUGAS KUASA SELAKU BENDAHARA

UMUM DAERAH (BUD)
KETERANGAN

t 2 4 5

1 Kepala Bidaary
Perbendaharaan BPKAD
Kabupaten Nganjuk

a. menyiapkan Anggaran Kas;
b. menyiapkaa Surat Penyediaan Dana (SPD);

c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

bank dan/atau lembaga keuangan l,ainnya yang ditunjuk;
e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;
f. menyimpa
g. melaksanakal penempatan uarig daerah dan

mengelola/menatausahakan investqsi ;

h. metakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas

Beban APBD;
i. metaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah

I oaerah;
j. metakukan pengelolaar Utang dan Piutang Daerah; dan

k. melakukan penagihan Piutan8 Daerah yang bukan tugas dan

| zungsi Satuan Kerja Pemngkat Daerah (SKPD).

2 Kepala Bidang
Alo.rnta0si dart
PeLaporan BPKAD
Kabupaten Nganjuk

menyiapkan dokumen pengesahan dan Pencatatana
pen€Jioasn dan pengeluaran yang tidaL melalui Rekening
Umum Daerah (RKUD); dan

b. melakukan verifrkasi, evaluasi dan analisis atas l,aporan
pertenggungiav,.eban penerimaan.

3 Analis Keuangan Pusat
dan Daerah Ahli Muda
BPKAD Kabupaten
Nganjuk

Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila pejabat pada
kolom 2 (dua) nomor
urut I (satu}
berhalangan tetap
atau s€mentala
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